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ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Keduaatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/I11/2020 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



CATATAN :

Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/11I/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor  66/PP/06.4-Kpt/03/KPU/1I/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini
menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Serentak
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati
Natuna Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
PPS merupakan Penyelenggara Pemilihan di Tingkat Kelurahan/Desa dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan
Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Bupati dan
Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, Masa kerja Panitia Pemungutan Suara
selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 maret 2020 sampai
dengan 30 november Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2020
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